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ABSTRAK 

 

M. EDO SAFUTRA, (2022) :  Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan 

Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di 

Wilayah Hukum Polsek Mandau 

 

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah 

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kepolisiaan merupakan segala sesuatu 

yang ihwal dimana kepolisian mempunyai kaitan atau hubungan dengan fungsi dan 

lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum 
pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa “Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam 

negeri”. 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kepolisian 

Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum 

Polsek Mandau dan Faktor Penghambat Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan 
Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polsek Mandau. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penellitian yang langsung 
mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada masyarakat.  

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran kepolisian 
dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan narkotika di wilyah hukum polsek belum 

berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan.  Hal ini 

dibuktikan bahwa masih banyaknya kasus penyalahgunaan yang terjadi di wilayah polsek 

mandau. Faktor penghambat pelaksaan peran kepolisian dalam upaya pemberantasan 
penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek mandau diantaranya adalah 

masyarakat yang masih acuh terhadap sesuatu yang terjadi dilingkungan mereka, selain 

itu masyarakat juga masih takut dalam memberikan informasi ataupun melaporkan 
kepada pihak berwajib apabila mereka melihat adanya penyalahgunaan narkotika di 

lingkungan mereka, masyarakat lebih memilih diam dan tidak ingin repot berurusan 

dengan pihak yang berwajib. 

 

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Pemberantasan Penyalahgunaan, Narkotika 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, 

hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya 

angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, 

dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan 

ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat 

hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat 

mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah 

keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. 

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.1 

Dalam Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Pasal 4 disebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan 

(a) Menjamin Ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

                                                
1 Ali Azhar dkk, “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 

Peredranan Gelap Narkoba (P4GN) pada Pesantren”, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 1 

Nomor 11, April 2021, h. 2463. 
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(iptek); (b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia 

dari penyalahgunaan Narkotika; (c) Memberantas peredaran gelap 

Narkotika dan Perkusor Narkotika; dan (d) Menjamin pengaturan upaya 

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. 

Dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pada aturan tersebut dapat 

diinterpretasikan, bahwa Narkotika merupakan barang yang harus ada 

dan hanya untuk kepentingan sangat terbatas. 

Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat yang 

masih sangat tinggi akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya 

preventif dan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. 

Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang di lakukan 

pihak Kepolisian pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.2 Jumlah 

penyalahgunaan narkotika yang tinggi mempunyai dampak yang sangat 

berbahaya bagi penggunanya, mulai dari dampak fisik, dampak psikis 

serta dampak lingkungan sosial sehingga dapat merusak tunas-tunas 

penerus bangsa. Oleh karena itu perlunya ditingkatkan akan kewaspadaan 

terhadap penyalahgunaan narkotika dengan terlaksananya Peran 

Kepolisian yang sangat penting khususnya Satreskrim Polsek Mandau 

                                                
2 Ricardo, Paul, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh 

Kepolisian”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor III, Desember 2010. 
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serta segenap masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam 

mencegah penyalahgunaan narkotika. 

Kepolisiaan merupakan segala sesuatu yang ihwal dimana 

kepolisian mempunyai kaitan atau hubungan dengan fungsi dan lembaga 

polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini 

tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

mengatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan 

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya 

keamanan dalam negeri”.3 

Menghadapi permasalahan narkotika yang berkecenderungan 

terus meningkat, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah 

membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan 

keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Dengan seiring waktu 

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk 

menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karena 

itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang 

                                                
3 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Badan Narkotika Nasional, BKNN digantikan dengan Badan Narkotika 

Nasional (BNN). Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang 

terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor 

VI/MPR/2002 melalui sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan 

kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Untuk itu, 

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.4 

Dalam  peraturan  ini,  masyarakat mempunyai  posisi  strategis  

dan berpotensi besar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika. Ketentuan hukum  ini mengisyaratkan, bahwa  

masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan 

pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Namun kenyataannya berdasarkan laporan Satnarkoba Polres 

Bengkalis pada tahun 2020 masih banyak terjadi kasus-kasus narkoba 

yang mencapai 213 kasus. Sedangkan kasus narkoba yang berhasil 

diungkap di Polsek Mandau sepanjang tahun 2020 cukup tinggi dengan 

jumlah 41 kasus. Untuk tahun 2021 kasus narkoba menurun menjadi 35 

kasus. Adapun data jumlah Tindak Pidana Narkotika Periode 2019 s/d 

2021 sebagai berikut : 

                                                
4 Ar.Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Sinar Grafika: Jakarta), 2013, h. 34-35. 
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Tabel I.1 

Kasus Tindak Pidana Narkotika 

No Tahun Jumlah 

1. 2019 46 Kasus 

2. 2020 41 Kasus 

3. 2021 35 Kasus 

Jumlah: 122 Kasus 

Sumber : Kepolisian Daerah Riau Resor Bengkalis Sektor Mandau 

 

Meskipun secara kasus mengalami penurunan, namun barang 

bukti yang berhasil disita dalam perkara narkoba ini justru meningkat 

dari tahun lalu. Untuk barang bukti jenis sabu sebanyak 126. 640 gram 

dan pil ekstasi sebanyak 11. 244 gram.5 Bahkan diawal tahun 2022 team 

Opsnal Polsek Mandau berhasil mengamankan bandar Narkotika, pada 

hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 di Jalan Kayangan Kelurahan 

Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tersangka 

diketahui berinisial RM (35) tahun, laki-laki, berdomisili di Jalan Suka 

Maju. Serta EF (25) tahun, laki-laki, warga Jalan Swadaya Kecamatan 

Mandau, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan hasil interogasi peran RM 

adalah bandar sekaligus kurir dan peran EF menemani RM. Dari tangan 

                                                
5 Dahari, diakses dari https://m.riau24.com/berita/baca/1640952987-di-

kabupaten-bengkalis-kasus-narkoba-menurun-di-bandingkan-tahun-lalu, pada tanggal 18 

Januari 2022 pukul 21.40. 

https://m.riau24.com/berita/baca/1640952987-di-kabupaten-bengkalis-kasus-narkoba-menurun-di-bandingkan-tahun-lalu
https://m.riau24.com/berita/baca/1640952987-di-kabupaten-bengkalis-kasus-narkoba-menurun-di-bandingkan-tahun-lalu


 

 

 

6 

 

 

 

pelaku ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga 

narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 6,35 gram yang disimpan dalam 

dompet kecil. Uang diduga hasil penjualan Narkotika jenis Shabu Rp. 

700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 

kantong plastik klip, 2 (dua) unit Hp diantaranya 1 (satu) unit Hp 

Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit Hp Samsung A6 warna 

hitam.6 Lebih lanjut RM mengaku Shabu tersebut milik dirinya, dimana 

Shabu di dapati dari seorang yang tidak dikenal yang mengaku bernama 

Deni (DPO) dari Pekanbaru yang mengantarkan Shabu ke jalan Hangtuah 

Kecamatan Mandau dengan mobil box. 

Selain fakta di atas, ada beberapa hal yang memposisikan 

Kecamatan Mandau berada dalam situasi darurat narkotika. Letak 

geografis Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Mandau yang 

terletak di jalur lintas Sumatera, sehingga Kecamatan Mandau ini rentan 

terhadap tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, hal ini dapat 

dijadikan para sindikat bandar dan pengedar sebagai pintu masuk untuk 

memasarkan narkotika di Kecamatan Mandau. Yang mengkhawatirkan 

korban narkotika telah merambah kalangan pelajar. Berdasarkan hasil 

Survey Nasional menunjukkan bahwa 24 hingga 28 persen dikalangan 

remaja sudah menggunakan narkotika. Kondisi ini tentu memerlukan 

penanganan serius, bukan saja oleh pemerintah, tetapi harus didukung 

oleh partisipasi dan peran aktif segenap lapisan masyarakat. Sebab, 

                                                
6 Suara Indonesia News, diakses dari 

https://suaraindonesianews.com/news/bandar-narkoba-dicegat-polisi-mandau-saat-

mengendarai-mobil-bawa-6-35-gram-shabu/, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 21.40. 

https://suaraindonesianews.com/news/bandar-narkoba-dicegat-polisi-mandau-saat-mengendarai-mobil-bawa-6-35-gram-shabu/
https://suaraindonesianews.com/news/bandar-narkoba-dicegat-polisi-mandau-saat-mengendarai-mobil-bawa-6-35-gram-shabu/
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narkotika sudah tidak lagi menjadi musuh aparat hukum, tetapi juga 

sudah menjadi musuh masyarakat. 

Kepolisian mempunyai tugas untuk mengantisipasi serta 

mengatasi penyakit masyarakat, yang mana maksud penyakit masyarakat 

ini adalah mengemis, melacur, bermain judi, menyalahgunakan obat, 

mengonsumsi narkotika, memperjual belikan manusia, pergelandangan, 

mabuk, renterir serta pemungutan liar. Adapun hal tersebut tercantum 

pada Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 

Satreskrim Polsek Mandau dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya telah tercantum dalam Peraturan Kepala Polisi Negara 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor 

pada Pasal 47 Ayat (3) yaitu “Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekusornya, 

membina dan melakukan sosialisasi adalah suatu upaya untuk mencegah 

penyalahgunaan narkotika dan pengrehabilitasian korban yang 

menyalahgunakan narkotika, serta penyelenggaraan penyelidikan juga 

penyidikan diawasi yang dijalankan oleh Unit Reskrim Polsek dan 

Satresnarkoba Polres, dan menelaah suatu kasus dengan penyelesaian, 

dan menelaah keefektifan dalam terlaksananya tugas Satreskrim”.7 

Maka dari itu, jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Sektor Mandau memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang harus 

                                                
7 Pasal 47 Ayat 3 Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort 

dan Kepolisian Sektor. 
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dilakukan dalam menjaga masyarakat untuk tetap selalu dalam keadaan 

tertib dan tentram serta sebagai aparat dalam melakukan pencegahan 

penyalahgunaan narkotika. Untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut 

yaitu dengan menegakkan hukum dalam mencegah penyalahgunaan 

narkotika. Maka Satreskrim Polsek Mandau harus melakukan tanggung 

jawabnya dengan cara bekerja semaksimal mungkin untuk mencegah 

penyalahgunaan narkotika yang tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Huruf 

C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.8 

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran kepolisian dalam 

upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika saya tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Upaya 

Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau”. 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat begitu luasnya persoalan-persoalan yang membahas 

tentang Narkotika, maka penulis perlu menetapkan pembatasan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan 

tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun dalam penelitian ini 

memfokuskan pada bagaimana peran kepolisian berjalan dan faktor-

                                                
8 Pasal 15 Angka 1 Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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faktor apa saja yang menghambat berjalannya peran kepolisian dalam 

upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum 

Polsek Mandau. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan 

Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di 

Wilayah Hukum Polsek Mandau? 

2. Apa faktor penghambat Peran Kepolisian Dalam Upaya 

Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau? 

 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peran Kepolisian Dalam Upaya 

Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau. 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Kepolisian Dalam 

Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Praktis  

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi 

persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program 

S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Akademis  

Bagi dunia akademik penelitian ini bermanfaat sebagai 

bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil 

topik yang sama.  

c. Teoritis 

Untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat, instansi-

instansi pemerintah dan pihak yang terkait Peran Kepolisian Dalam 

Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polsek Mandau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, 

konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan dipakai sebagai 

landasan untuk membahas permasalahan penelitian. 

1. Peran 

Peran (role) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki 

oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam 

kehidupan masyarakat. Peran erat kaitannya dengan status, dimana 

di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. 

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain 

tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai 

peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya 

dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai 

arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan 

hukum secara penuh.9 

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan

                                                
9 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Rajawali Press: Jakarta), 

2012, h. 242. 
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dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat 

yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan 

adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, 

sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai 

peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan 

tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (roleaccupant). 

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau 

tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.10 

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan 

dalam beberapa bagian, yaitu: 

a. Peran yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau 

kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. 

b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya 

dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan 

kedudukannya. 

c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang dijalankan 

oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk 

kepentingannya. 

d. Peran yang sebenarnya dilakukan yaitu peran dimana individu 

mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran 

sesuai dengan kedudukannya. 

                                                
10 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press: 

Jakarta), 2011, h. 123. 
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Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu 

rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan 

tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana 

peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan 

pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai 

peran yang sama. 

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi 

menjadi 3 yaitu sebagai berikut : 

a. Peran Aktif 

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 

karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas 

kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. 

b. Peran Partisipatif 

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota 

kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan 

yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. 

c. Peran Pasif 

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat 

pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan 

kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga 

berjalan dengan baik.11 

 

                                                
11 Syaron Brigette Lantaeda dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 

Nomor 48, h. 2-3. 
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2. Peran Kepolisian 

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat 

memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya 

kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

pendapat rehardi mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu 

fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan peran Kepolisian Republik Indonesia yaitu 

sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan 

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.12 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak 

hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu : 

a. Asas legalitas (jaminan dasar bagi kebebasan individu 

dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara 

tepat dan jelas), dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

penegak hukum wajib tunduk pada hukum. 

                                                
12 Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 
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b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam 

menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat 

deskresi, karena belum diatur dalam hukum. 

c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan 

masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan 

swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukuman 

dikalangan masyarakat. 

d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan 

pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat. 

e. Asas subsidiaritis, melakukan tugas instansi lain agar 

tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar 

sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering 

disingkat Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah 

satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, pengakkan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan 

untuk mewujudkan keamanan dalam negeri. 

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

 

 

 

3. Teori Penegakan Hukum 

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan 

bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia  dilaksanakan 

secara :13 

a. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik 

beratkan pada sifat “repressive” 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah 

kejahatan terjadi. 

b. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang 

lebih menitik beratkan pada sifat ”preventive” 

(pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan 

hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-

konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret 

merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana 

seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam 

suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan 

hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan 

                                                
13 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : 

Kencana, 2008, h. 40. 
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dan menjamin dipatuhinya hukum materi dengan menggunakan cara 

prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.14 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) 

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan 

seringkali terjadi antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur 

yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu 

tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan 

hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. 

b. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum 

adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya 

sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga 

penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, 

terlihat dan diaktualisasikan. 

 

                                                
14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta : Rajawali Pers, 2013. h. 7. 
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c. Faktor sarana dan fasilitas 

Sarana fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia 

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas 

yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan 

lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan 

semestinya. 

d. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal 

dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. 

Bagian yang penting dalam menentukan penegak hukum adalah 

kesardaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik. 

e. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya 

hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) 

harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. 

Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara 

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan 

semakin mudahlah dalam menegakkannya.15 

                                                
15 Ibid, h. 11. 
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5. Penegakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran 

Narkotika 

Negara Indonesia adalah negara hukum.16 Tindak penyebaran 

narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum 

di Indonesia. Tujuan Undang-Undang narkotika dibuat adalah untuk 

menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan 

narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi 

tiga peran yaitu: 

a. Pengguna 

Pengguna adalah orang yang menggunakan narkotika bagi 

dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dijerat sanksi pidana. 

Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika yang berbunyi: 

Setiap Penyalah Guna: 

1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 

penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan 

penjara paling lama 2 (dua) tahun; 

3) Narkotika Gologan III bagi diri sendiri dipidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun; 

 

                                                
16 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
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b. Produsen  

Produsen adalah orang yang membuat atau memproduksi 

narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dijerat sanksi 

pidana karena ia melibatkan transaksi jual beli barang yang 

dianggap negara sebagai barang ilegal. Hal ini, berdasarkan Pasal 

113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup 

atau hukuman mati atau denda. 

c. Pengedar  

Pengedar adalah orang yang menjual narkotika secara 

ilegal. Pengedar dapat dijerat sanksi pidana karena ia yang 

menyebarkan keberadaan narkotika kepada target sasaran sebagai 

pecandu yang ketagihan sehinggasi pecandu menjadi orang yang 

melawan hukum akibat pengaruh penyalahgunaan narkotika. Hal 

ini, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 

(dua puluh) tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau 

denda.17 

Teori penghambat penegakan hukum khususnya peran serta 

masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Pokok penegakan 

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin 

mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

                                                
17 Pasal 113-114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-

faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut18: 

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-

undang saja; 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan; 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup; 

6. Narkotika 

a. Pengertian Narkotika 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 

disebutkan bahwa Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang 

berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun 

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan 

kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta 

menimbulkan sifat ketergantungan secara fisik maupun 

psikologik. Undang-Undang yang lain, yakni Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009, juga mengemukakan tentang Narkotika. 

Disebutkan bahwa Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang 

                                                
18 SoerjonoSoekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 

(Jakarta : Rajawali), 1986, h. 3. 
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berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.19 

Narkotika secara umum berasal dari bahasa Inggris, 

narcitics. Arti dari kata itu adalah obat bius. Asal usul kata ini 

berasal dari bahasa Yunani, yakin narcose atau narcasis yang 

artinya menidurkan atau membiuskan.Sementara ada yang 

mengartikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat 

mengakibatkan hilangnya kesadaran si pemakai atau 

menimbulkan ketidaksadaran. Hal ini disebabkan karena zat-zat 

tersebut bekerja dan memengaruhi saraf sentral. Narkotika adalah 

zat kimia yang pada awalnya dibutuhkan oleh tubuh untuk 

penyembuhan kesehatan sebab ketika zat itu masuk ke tubuh, 

akan terjadi satu reaksi dan perubahan fungsi tubuh. Pemakai 

akan mengalami ketergantungan pada jenis obat itu, baik secara 

fisik dan non-fisik atau psikis. 

Narkotika sendiri dibagi dalam dua jenis, yakni narkotika 

alam dan narkotika sintesis atau buatan. Narkotika alam terdiri 

dari berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, hashish, kodein, 

dan kokain. Narkotika sintetis terdiri dari zat-zat atau obat yang 

tergolong dalam obat halusinogen, depresan, dan stimulan. 

                                                
19 Partiningsih dan Dwi Susanto, Seri Pendidikan Anti Narkoba Sejarah 

Narkoba dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental Pelajar, (Yogyakarta : Genius 

Publisher), 2017, h. 23-24. 
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Narkotika tersebut dapat menimbulkan efek ketidaksadaran atau 

pembiusan dan efek yang lain. Bila narkotika ini disalahgunakan, 

hal ini akan berakibat membahayakan. 

Narkotika dalam bidang farmasi atau ilmu obat-obatan 

memiliki arti yang berbeda. Narkotika dalam ilmu farmasi disebut 

dengan drug. Drug merupakan sekelompok zat atau obat yang 

apabila dipakai hal itu akan membawa efek dan pengaruh 

pemakainya.20 Karena membawa pengaruh atau efek, 

drugdigolongkan menjadi jenis obat yang terlarang, konsumsi 

drug harus menggunakan resep dokter. Efek-efek yang 

ditimbulkan oleh drug ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Drug dapat menurunkan kesadaran si pemakai. Pemakai drug 

dapat terpengaruh atau berubah, seperti kesadaran mental yang 

turun dan gejala psikis yang lainnya; 

2) Sebagai akibatnya, pemakai merasa terangsang dan terdorong 

perilakunya. Sebab, kesadaran pemakai yang berubah 

berakibat pada berubahnya perilaku; 

3) Konsumsi drug dapat membawa efek yang lain, seperti drug 

berfungsi untuk menenangkan, drug sebagai perangsang 

kesadaran; 

4) Memakai drug menimbulkan halusinasi, yakni pemakai tidak 

mampu atau tidak bisa membedakan kenyataan dan lamunan. 

                                                
20 Ibid, h. 25-26. 
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Konsumsi obat ini dapat menghilangkan kesadaran pemakai 

atas waktu dan tempat. Hal ini menjadikan mereka tidak tahu 

yang terjadi pada dirinya; 

b. Jenis-Jenis Narkotika 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, narkotika 

memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, juga memiliki 

daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang 

sangat tinggi, dimana ketiga sifat inilah yang menyebabkan 

pemakai narkotika sulit untuk melepaskan ketergantungannya.21 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 narkotika 

diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: 

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling 

berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya 

tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, 

kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika 

yang termasuk golongan ini adalah ganja, kokain, morfin, opium, 

dan lain sebagainya. 

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki 

daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan 

penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II 

untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak 

                                                
21 Hasanuddin Mastur, Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba, 

(Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2019, h. 32.  
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ada pilihan lain. Contoh narkotika dari golongan II ini adalah 

benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain. 

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang 

memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan 

dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan 

penelitian. Adapun jenis narkoba yang termasuk dalam golongan 

III ini adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan 

sebagainya. 

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke 

dalam 3 (tiga) jenis narkotika alami, narkotika semisintetis, dan 

narkotika sintetis. 

1) Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil 

dari tumbuhan-tumbuhan (alam), seperti:22 

a) Ganja, adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun 

singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan 

jumlah jari yang selalu ganjil (5, 7, dan 9); 

b) Hasisi, adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di 

Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para 

pemadat kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan 

menyuling daun hasis untuk diambil sarinya dan digunakan 

dengan cara dibakar; 

                                                
22 Ibid, h. 32-33. 
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c) Koka, adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi 

dengan buah berwarna merah seperti biji kopi. Koka diolah 

dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi 

kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat; 

d) Opium, adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, 

dimana getahnya dapat menghasilkan candu (opiat).  

2) Narkotika Semi-Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami 

yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar 

memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika semi-

sintetis yang dipersalahgunakan adalah sebagai berikut: 

a) Kodein, adalah alkaloida yang terkandung didalam untuk 

keperluan medis; 

b) Morfin, adalah getah opium yang diolah dan dicampur 

dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya analgesik 

yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah 

kecoklatan serta tidak berbau; 

c) Black-Heroin, adalah Heroin yang dicampur obat-obatan 

Putaw yang beredar di Indonesia; 

d) Kokain, adalah serbuk kristal berwarna putih yang diperoleh 

dari sari tumbuhan koka yang memiliki dampak 

ketergantungan tinggi. 
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3) Narkotika Sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari 

bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan 

bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. 

Narkotika sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk 

mencegah relaps sehingga penyalahguna dapat menghentikan 

ketergantungannnya. Adapun contoh dari narkotika sintetis 

adalah: 

a) Pethidin, adalah obat yang digunakan untuk pengobatan 

rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Pethidin adalah 

obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko 

ketergantungan yang rendah; 

b) Methadon, adalah opioida sintetis yang digunakan secara 

medis sebagaianalgesic, antitussive dan sebagai penekan 

keinginan menggunakan opioida. 

c. Efek Penyalahgunaan Narkotika 

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan 

masuk kedalam lambung dan kemudian masuk ke pembuluh 

darah. Sedangkan jika di hisap, maka akan masuk ke dalam 

pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikkan 

maka zat yang dikategorikan sebagai narkotika maupun 

psikotropika dan obat-obatan terlarang/berbahaya lainnya masuk 

ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak. 

Efek dari penggunaan narkotika diantaranya sebagai berikut: 
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1) Depresant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau 

kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk 

menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat; 

2) Stimulantyaitu meningkatkan keaktifan suasana syaraf pusat 

sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik 

seseorang; 

3) Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak 

rill atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.23 

d. Faktor Penyalahgunaan Narkotika 

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, 

setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya 

penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut: 

1) Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan 

kecemasan/depresi. Yang termasuk kedalam aspek kepribadian 

antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat 

tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kedalam 

kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan 

kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan 

narkotika dan obat-obatan terlarang; 

2) Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan 

pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi 

yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua 

                                                
23 Ar. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika), 2020, h. 5-6. 
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yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga 

yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. 

Sedangkan yang termasuk kedalam pengaruh teman misalnya 

karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai 

narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok; 

3) Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak 

mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut 

perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian 

terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk 

menjadi pemakai narkotika; 

4) Faktor narkotika itu sendiri. Mudahnya narkotika didapat 

didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, 

semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan 

narkotika.24 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk 

mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan 

sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan 

penelitian yang direncanakan.Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan 

untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan 

dengan penelitian sebelumnya. 

                                                
24 Ibid, h. 7. 
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1. Lismanto yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan 

Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 

Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika 

Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota”. 

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi 

Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kota 

Pekanbaru dan menggunakan Peraturan Kepala Badan Narkotika 

Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional 

Kabupaten/Kota. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas yaitu 

tentang Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan 

Penyalahgunaan Narkotika dan menggunakan Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.25 

2. Sherina Orlindriani yang berjudul ”Upaya Edukatif Masyarakat 

Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram”. 

Penelitian ini membahas tentang strategi pencegahan narkoba 

pada Badan Narkotika Nasional. Sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan membahas tentang bagaimana cara agar peran kepolisian 

                                                
25 Lismanto, Skripsi: “Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Oleh 

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisai dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota”, (Pekanbaru: 

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015). 
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dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika dapat 

terlaksana dengan maksimal.26 

3. Komad Jamal Harahap yang berjudul “Strategi BNN Provinsi Riau 

Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”. 

Penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh 

BNN dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah narkoba 

dikalangan remaja. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan 

fokus ke bagaimana agar peran kepolisian itu sendiri dapat 

terlaksanakan dengan maksimal dan lokasi penelitian yang 

berbeda.27 

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas terlihat sekali 

perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti lakukan. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari Peraturan yang dipakai, Objek dan Subjek 

Penelitian serta Lokasi yang peneliti lakukan. 

 

C. Analisis Hukum Islam Tentang Narkotika 

Narkotika secara alami, baik sintesis ataupun semi sintetis 

memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Al quran 

ataupun hadis nabi. Bertolak dari efek khamar yang memabukkan, 

sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan Psikoaktif (narkotika) 

dengankhamar karena ilat yang sama, yaitu memabukkan. Narkotika 

                                                
26 Sherina Orlindriani, Skripsi: “Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap 

Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram”, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2019). 
27 Komad Jamal Harahap, Skripsi: “Strategi BNN Provinsi Riau Dalam 

Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja”, (Pekanbaru : Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010). 



 

 

 

32 

 

 

 

adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu 

heroinatau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; 

ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, 

BK, nipam dan sebagainya. Sesuatu yang memabukkan dalam Al quran 

disebut khamar, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. 

Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerjakhamar dan narkotika 

sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.28 

Dalam Islam pelarangan mengkonsumsikhamar (narkotika) 

dilakukan secara bertahap. Pertama, memberi informasi bahwa narkotika 

memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar.  Firman Allah Q.S Al-

Baqarah ayat 219 :  

 

مَناَ  يَسْئلَوُْنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قلُْ فيِْهِمَآ اثِمٌْ كَبيِْرٌوَّ

وَيَسْئلَوُْنكََ مَا  وَاِ ثمُْهُمَآ اكَْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ فعُِ لِلنَّا سِ  

تِ لعَلََّكُمْ يٰ   لكَُمُ الْٰ ي نُِ اٰللُّ كَذٰ لِكَ يبَُ  قلُِ الْعفَْوۗ  ذاَينُْفِقوُْنَۗ 

(۲۱۹)  تتَفَكََّرُنَ    

 

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 

Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat 

bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dan 

                                                
28 Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif 

dan Hukum Islam”, Jurnal Hunafa, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2009, h. 226-227. 
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mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka 

infakkan. Katakanlah, kelebihan (dari pada keperluan). Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan”. 

(Q.S. Al-Baqarah : 219).  

 

Kedua, penekanan bahwa narkotika yang dapat menyebabkan 

seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran, Allah melarang 

seseorang shalat dalam keadaan mabuk. Firman Allah Q.S Al-Nisa ayat 

43 :  

 

لٰ ايَُّهَاالَّذِيْنَ اٰ يٰ   ى تعَْلَمُوْا ى حَتٰ مْ سُكَا رٰ وةوََانَْتُ مَنوُْ الَتقَْرَبوُا الصَّ

عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتٰ مَاتقَوُْ  وَاِنْ كُنْتمُْ ى تغَْتسَِلوُْا ۗلوُْنَ وَلَ خُنبُاً اِلَّ

رْ ضٰ   نَ الْغآَ ئطِِ عَلٰ ى اوَْ مَّ نْكُمْ م ِ مَسْتمُُ اوَْلٰ  ى سَفَرٍ اوَْجَآءَاحََدٌ م ِ

مُوْا صَعِيْداً طَي ِباًفَامْسَحُوْا بِوُخُوْهِكُمْ الن سَِآءَفلَمَْ تجَِدوُْامَآءً  فَتيََمَّ

ا غَفوُْرًا )اِنَّ اٰللَّ  وَايَْدِيْكُمْۗ  (٤٣ كَانَ عَفوًُّ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, 

ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu 

ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam 

keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu 

mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau 
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sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan 

kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kamu dengan debu 

yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. 

Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”. (Q.S. An-Nisa : 43).  

 

Dan Ketiga, penegasan bahwa narkotika sesuatu yang 

menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman 

Allah Q.S Al-Maidah ayat 90 : 

 

ا انَِّمَا الْخَمْرُوَا لْمَيْسِرُوَالْنَْصَابُ وَالْزْلَمُ مَنوُْ  ذِيْنَ اٰ ايَُّهَا الَّ يٰ  

نْ عَمَلِ الشَّيْطٰ  (۹٠لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُوْنَ )نِ فاَ جْتنَبِوُْهُ رِجْسٌ م ِ  

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. 

Al-Maidah : 90). 

 

Dalam fatwa mufti Mesir SyaikhJadul Haq Ali Jadul Haq tanggal 

5 Rabi’ul Akhir 1399 H disebutkan, “Para fuqaha dari berbagai mazhab 

Islam sepakat mengharamkan produksi narkoba, dan mengonsumsinya, 
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yang alami ataupun buatan, dan menyatakan bahwa siapa saja yang 

melakukan salah satu dari hal diatas telah melakukan tindak kriminal”.29 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

narkotika adalah barang haram yang menyebabkan para pemakainya 

ketergantungan padanya karena ia memiliki kandungan zat-zat berbahaya 

berupa racun yang dapat merusak organ tubuh dan mengganggu jiwa jika 

dikonsumsi. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkotika dalam ajaran 

Islam narkotika dilarang keras. Sifat hukumnya haram. Konsekuensi 

yang ditimbulkan seorang muslim sebagai pecandu narkotika seluruh 

pekerjaan ibadahnya tidak sah karena seorang pecandu narkotika yang 

berlebihan mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam ibadah dan 

mengucapkan doa-doanya akibat kehilangan kesadaran dan itu sama saja 

dengan mengkonsumsi minuman keras (khamr) yang memabukkan dapat 

membatalkan seluruh ibadahnya. 

 

                                                
29 Departemen Ilmiah-Madar al-Wathan, Narkoba Gerbang Menuju 

Kehancuran Pribadi, Keluarga, Masyarakat, dan Bangsa, (Darul Haq : Jakarta), 2016, h. 25-

26. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum 

empiris dan dengan mengkaji Law as it in society, yaitu hukum sebagai 

pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan.Penelitian hukum empiris 

merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan 

menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang 

termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.Penelitian hukum 

empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 

bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya 

hukum di dalam lingkungan masyarakat.30 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.31

                                                
30 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tanggerang Selatan : Unpam Prees), 

2019, h. 62. 
31 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung : 

Alfabeta), 2017, h. 20. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologi Hukum 

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang 

hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang 

diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan 

juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat. 

Bagaimanapun hukum selalu bertautan dengan individu dan 

masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas 

sosial di mana hukum itu bersemai. 

2. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual, yakni beranjak dari pandangan-

pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di 

dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, 

dan asas-asas, hukum yang ada relevansinya dengan isu yang 

dihadapi.32 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian 

yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai 

                                                
32 Ibid, h. 99. 
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sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian.Yang menjadi subjek 

dalam penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Sektor Mandau, Kanit 

Reskrim Polsek Mandau, BA Unit Reskrim Polsek Mandau dan 

tokoh masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Mandau.33 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat 

berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data 

penelitian. Objek berupa benda misalnya dokumen atau sering 

disebut sebagai bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara 

objek penelitian yang berupa orang, misalnya perilaku orang yang 

dapat berupa perilaku verbal dan perilaku nyata. 

Perilaku verbal adalah perilaku manusia yang berupa kata-

kata yang dapat diungkap dengan cara misalnya wawancara. 

Sedangkan perilaku nyata adalah perilaku manusia yang berupa 

sikap dan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh orang tersebut, 

misalnya, perilaku taat terhadap undang-undang atau perilaku 

melanggar undang-undang. Objek dalam penelitian ini ialah Peran 

Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

                                                
33 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian,(Kalimantan Selatan : Antasari 

Press),  2011, h. 62. 



 

 

 

39 

 

 

 

Kepolisian Negara Republik Indenisa Di Wilayah Hukum Polsek 

Mandau. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polsek Mandau 

yang terletak di Jl. Sudirman, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. 

Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di 

lokasi tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji 

lebih lanjut mengenai Peran Kepolisian Dalam Upaya Pemberantasan 

Penyalahgunaan Narkotika. 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 

objek yang akan diteliti. Serta dapat juga berbentuk gejala atau 

peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.34 Populasi dari 

penelitian ini adalah Kepolisian Polsek Mandau dan Tokoh 

Masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Mandau. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.35 Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive 

                                                
34 Amiruddin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Wali 

Press), 2011, h. 119. 
35 Ibid, h. 124. 
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Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya menurut Arikunto 

pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan 

berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut : 

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan 

subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat 

pada populasi. 

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di 

dalam studi pendahuluan. 
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Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel 

Presentas

e 

Keteranga

n 

1. 

Kepala 

Kepolisian 

Polsek 

Mandau 1 Orang 1 Orang  100% Wawancara 

2. 

Kanit Reskrim 

Polsek 

Mandau 1 Orang  1 Orang 100% Wawancara 

3. 

BA Unit  

Reskrim 

Polsek  1 Orang 1 Orang 100% Wawancara 

4. 

Kasium Polsek 

Mandau    1 Orang 1 Orang 100% Wawancara 

4. 

Tokoh 

Masyarakat 10 Orang 5 Orang 50% Wawancara 

Jumlah: 14 Orang 9 Orang 450% - 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2022 

 

F. Sumber Data 

Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan 
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dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 

peneliti. 

 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 

disertasi, dan peraturan perundang-undangan. 36 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap 

objek yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di 

lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut 

dianalisis. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi yaitu peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada responden secara langsung mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti 

mewawancarai pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini 

                                                
36 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika: Jakarta), 2009, h. 

106. 
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seperti Kepolisian Polsek Mandau serta Tokoh Masyarakat yang 

berada di wilayah Hukum Polsek Mandau. 

 

 

3. Kajian Kepustakaan  

Penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi 

yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti seperti 

buku revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba, jurnal 

kriminologi Indonesia tentang upaya penanggulangan narkoba oleh 

Kepolisian, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam 

penelitian. 

 

H. Analisis Data 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

penelitian bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan 

adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. 

Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna 

aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.  
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